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RINGKASAN  

Afif Imanullah, Juni 2023.  PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI 

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN.   Skripsi, program studi 

fakultas hukum universitas lambung mangkurat,… halaman, pembimbing :  Dr. 

Suprapto, S.H., M.H 

 

Dalam mewujudkan konsep negara hukum sebagai sebuah cita-cita bangsa, maka 

diperlukan salah satunya yakni elemen kelembagaan di bidang peradilan atas 

pelanggaran hukum atau biasa disebut sebagai kegiatan penegakan hukum yang 

melibatkan peran salah satunya yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. 

Eksistensi Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dijelaskan bahwa kejaksaan 

adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang 

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang diartikan bahwa 

kejaksaan yang dalam hal ini ditujukan kepada Jaksa, dapat bertindak untuk dan 

atas nama negara baik di luar maupun di dalam pengadilan di bidang perdata 

maupun tata usaha negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus, yaitu surat 

yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu 

kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa 

saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Salah satu tugas dan kewenangan 

yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata adalah tugas bantuan 

hukum, sebagaimana termaktub dalam pengertian umum poin 10 Peraturan Jaksa 

Agung RI Nomor:PER- 025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum 

Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kejaksaan 

Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal bantuan hukum.Untuk mengetahui faktor 

penghambat pelaksanaan tugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal 

bantuan hukum. 

Hasil dari penelitian ini adalah Kejaksaan tinggi merupakan lembaga kejaksaan 

yang mempunyai kedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi 

wilayah kekuasaan provinsi. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berkedudukan 

di Kota Banjarmasin Jl. D. I. Panjaitan No.26, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin 

Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, dipimpin oleh bapak Dr. 

Mukri, SH. MH. Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan dibantu 

oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Negeri dengan beberapa orang unsur 

pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.  

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melaksanakan tugas dan wewenang serta 

fungsi kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

Jaksa Agung. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kejaksaan Negeri 
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menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dan Peraturan Jaksa Agung 

RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan 

Republik Indonesia Tugas Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara, Salah satu 

tugas dan wewenang kejaksaan adalah dalam bidang perdata dan tata usaha negara, 

yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar 

pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kejaksaan sebagai 

Pengacara Negara memiliki 5 tugas sebagaimana termaktub dalam Peraturan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan 

Republik Indonesia yaitu Penegakan hukum, bantuan hukum, 

pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, pelayanan hukum Hal yang 

kerap memprihatinkan adalah rasa keadilan masyarakat atau keadilan itu sendiri, 

tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh perangkat hukum yang ada. Pada ujungnya, 

keadilan itu tergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri, bagaiaman 

mewujudkankan secara ideal. Disinilah maka penegak hukum itu menjadi demikian 

erat hubungannya dengan perilaku, khususnya aparat penegak hukum, antara lain 

termasuk jaksa, hukum bukan suatu yang bersifat mekanistik, yang dapat berjalan 

sendiri. Hukum bergantung pada sikap tindak penegak hukum. Melalui aktivasi 

penegak hukum tersebut. Keadilan merupakan hak dasar yang harus di dapatkan 

oleh manusia yang tentunya patut di hormati bahkan harus dijamin akan 

pemenuhannya. Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan 

dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu sistem hukun seharusnya dapat 

diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan seharusnya dapat 

menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik 

secara individual maupun kelompok. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kejaksaan 

Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal bantuan hukum. Untuk mengetahui faktor 

penghambat pelaksanaan tugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal 

bantuan hukum. 

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dengan 

penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. 

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Pelaksanaan tugas 

kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata 

berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sudah  

berjalan maksimal. Hal tersebut diketahui dari jumlah perkara perdata yang 

ditangani atau yang menggunakan jasa bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara di 

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dari tahun 2018-2023 yakni selama kurun 

waktu 5 (lima) tahun terakhir. Namun ada juga yang tidak menggunakan jasa 

bantuan hukum Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, 

melainkan menggunakan kuasa hukum dari firma luar ataupun kuasa hukum dari 

biro hukum lembaga pemerintah/BUMN/BUMD tersebut masing-masing. Padahal, 

banyak keuntungan atau manfaat yang akan didapatkan oleh para Lembaga 

pemerintah/BUMN/BUMD di Kalimantan Selatan dengan menggunakan jasa 

Pengacara Negara berupa bantuan hukum (litigasi) dalam penyelesaian perkara di 

bidang perdata yang dihadapi. Kedua, Adapun faktor penghambat dari tugas 

kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata 

litigasi berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yaitu: 

masih adanya para Lembaga pemerintah/BUMN/BUMD yang masih tidak 

memahami dan mengetahui fungsi kejaksaan dalam bidang penanganan perdata, 

tidak familiarnya kewenangan Jaksa Pengacara Negara atau tugas bantuan hukum 

kejaksaan sebagai Pengacara Negara dikalangan lembaga pemerintah, BUMN dan 

BUMD. Masing-masing lembaga rata-rata sudah memiliki biro hukum tersendiri 

untuk mewakili kepentingan Lembaga tersebut. Kendala dari interenal lembaga 

kejaksaan dan Kendala dari eksternal Lembaga kejaksaan, dalam perangkat 

perundang-undangan. Penggunaan jasa Pengacara Negara kejaksaan tidak bersifat 

atau kewajiban, melainkan optional atau pilihan. 

 

 

Kata kunci :  Bantuan hukum, kejaksaan tinggi. 
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